BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

bahwa terdapat paket pekerjaan di Tahun Anggaran 2021,
yang belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang
sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 serta
adanya penyesuaian kriteria belanja pada Tunjangan
Penghasilan Pegawal Aparatur Sipil Negara;

bahwa terdapat ketidaksesualan entri Dana Alokasi Khusus
(DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD} dengan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang telah ditetapkan dan masih terdapat sisa Dana
Alokasi Khusus (OAK] Non Fisik yang merupakan bagian dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA}
yang harus dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional, Bupati memastikan seluruh pekerja termasuk
pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara
diwilayahnya sebagai peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022,
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 67357);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575); :
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6l177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan ‘Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260); ' '

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabarah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926});

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KETAPANG NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022, '

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Pen jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1} Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan
sebesar Rp 1.384.533.648.328 ( satu triliun tiga ratus delapan puluh empat milyar
lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua
puluh delapan rupiah ) yang terdiri atas :

a. belanja pegawai,

b. belanja barang danjasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 829.089.384.291 ( delapan ratus dua puluh sembilan milyar delapan puluh
sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu
rupiah).
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 451.887.885.204 ( empat ratus lima puluh satu milyar delapan ratus
delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat
rupiahj.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 102.411.078.833 ( seratus dua milyar empat ratus sebelas juta tujuh puluh
delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah ) .

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp 1.145.300.000 ( satu milyar seratus empat puluh lima juta tiga ratus
ribu rupiah ) .

2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp 448.907.661.755 ( empat ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh
Juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah ) yang
terdiri atas :

a. belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal bangunan dan gedung;

belanja medal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) BelanJa modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 2.501.139.800 { dua milyar lima ratus satu juta seratus tiga puluh
sembilan ribu delapan ratus rupiah ).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 61.931.423.863 { enam puluh satu milyar sembilan ratus
tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga
rupiah}.

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp 69.769.378.352 ( enam puluh sembilan milyar tujuh ratus
enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus 11ma puluh
dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp 309.847.721.740 ( tiga ratus sembilan milyar delapan
ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat
puluh rupiah ).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 4.857.998.000 { empat milyar delapan ratus lima puluh
tujuhjuta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah ) .

o po T

3. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp 108.543.153.783 ( seratus delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus
lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah ) yang terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan; dan

b  pengeluaran pembiayaan.
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4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyl sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
direncanakan sebesar Rp 108.543.153.783 ( seratus delapan milyar lima ratus
empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga
rupiah) yang terdiri atas :

sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

penerimaan pinjaman Daerah;

penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

SR

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 108.543.153.783 ( seratus
delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tlga ribu tujuh
ratus delapan puluh tiga rupiah ) .

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp O (nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp O (hol rupiah).

Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp O {nol rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp O (nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol
rupiah).

5. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari :

i

2.

3.

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifi kasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022;

Lampiran I : Penjabaran Perubahan  APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022,

Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberian
Hibah,;



4. Lampiran v

5. Lampiran ¥

6. Lampiran \!

7l

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta
SKPD Pemberian Bantuan Sosial:

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta
SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Belanja Bagi Hasil Pajpk Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten.

Pasal 11

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Per

aturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubabh,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam B

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Maret 2022

erita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Maret 2022
BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Ketapang

TR

MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007



